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Skripsi ini  berjudul “Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 
Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik 
Sah di Pegadaian Syariah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana 
mekanisme pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di 
Pegadaian Syariah? dan Bagaimana analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 
2011 terhadap status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi 
milik sah di Pegadaian Syariah? 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data dari 
lapangan dan menggunakan data sekunder dari kajian terdahulu dan buku-buku 
yang digunakan untuk memperkuat analisis. Selanjutnya data tersebut  dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. 
Hasil penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa, pertama Pegadaian 
Syariah memperbolehkan nasabah yang melakukan pembiayaan rahn namun status 
emas yang digadaikan belum menjadi milik sah sepenuhnya pihak nasabah. Kedua 
menurut ketentuan hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena 
adanya larangan akad berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, 
selanjutnya menurut hukum positif sifat dari jaminan adalah wajib karena 
memiliki peran penting dalam pengikatan perjanjian akad. 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak Pegadaian Syariah lebih 
mempertimbangkan lagi ketika ada nasabah yang akan mengadaikan  emas padahal 
status dari jaminan yang akan digadaikan belum menjadi milik sah sepenuhnya 
dari pihak nasabah, karena hal tersebut bertentangan dengan larangan dalam 
hukum Islam.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat pesat 
memberikan efek baik bagi lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun 
non bank. Perkembangan ini didukung pula dengan adanya mayoritas 
masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sistem perekonomian Islam 
memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf 
hidup masyarakat, salah satunya adalah Pegadaian Syariah.  
Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan non 
bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah 
kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu singkat dan saat mendesak.1 
Pegadaian syariah terkenal di kalangan masyarakat dengan motonya 
“mengatasi masalah tanpa masalah”. Sedangkan pegadaian menurut Kitab 
Undang-undang Perdata Pasal 1150 disebutkan:  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 
berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang 
berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.2 
                                                          
1 Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga 
Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 51. 
2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150. 



































Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan  rahn. Secara  
etimologis rahn berarti al-thubu>t (tetap) dan al-dawa>m (kekal, terus-menerus). 
Adapun secara terminologis, rahn  adalah menjadikan harta benda sebagai 
jaminan utang agar utangnya dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan 
harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, rahn 
adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan 
utama.3 
Pegadaian Syariah dulunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan Pegadaian Menjadi Perum, 
dan diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang 
Perum Pegadaian, hingga munculah peraturan yang terbaru saat ini yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk 
Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero.  
Sedangkan dasar gadai dari Al quran adalah firman Allah swt dalam 
Q.S. al-Baqarah  : 283 
 ُك ُض ْع  َب َن ِم َأ ْن ِإ َف ۖ  ٌة َضو ُب ْق َم ٌنا َِهر َف ا ًب ِت ا َك او ُد َِتَ َْلََو ٍر َف َس ٰى َل َع ْم ُت  ْ ن ُك ْن ِإَو ا ًض ْع  َ ب ْم
 او ُم ُت ْك َت َلََو ۗ ُهَّبَر ََّللَّا ِقَّت  َي ْلَو ُه َت  َ نا َم َأ َن
ُِتُْؤا ي ِذَّلا  ِدَؤ  ُ ي ْل  َفا ا َه ْم ُت ْك َي ْن َمَو ۚ  َة َدا َه َّشل
 ٌمي ِل َع َنو ُل َم ْع  َ ت َا ِبِ ُ َّللَّاَو ۗ ُه ُب ْل  َ ق ٌِثِآ ُهَّن ِإ َف    
Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan, barangsiapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
                                                          
3 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1. 



































yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.4 (Q.S. al-Baqarah : 283) 
Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang 
kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah 
memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk 
karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 
yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas 
jasa atau bagi hasil.5  
Yang melandasi diperbolehkannya pegadaian syariah di Indonesia 
adalah dengan adanya payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan 
prinsip-prinsip syariah berpegang pada Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk 
rahn diperbolehkan,6 Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
gadai emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn 
tasjily.7 
Produk yang digemari masyarakat di Pegadaian Syariah salah satunya 
adalah pembiayaan MULIA (Mura>bah}ah Logam Mulia Untuk Investasi 
Abadi) yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara 
                                                          
4 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 60. 
5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 
388-389. 
6 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III2002 
7 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 
174. 



































tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. 
Pilihan logam mulia yang tersedia di pegadaian syariah ada berbagai macam 
jenis berat yaitu 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.8  
Investasi logam mulia saat ini menjadi produk yang diminati 
masyarakat sehingga perkembangannya sangat pesat, karena dalam produk ini 
menwarkan investasi yang menarik. Saat ini harga emas yang stabil membuat 
investasi logam mulia menjadi investasi yang menjanjikan untuk kebutuhan 
di masa depan, oleh karena itu banyak orang yang menginginkan investasi 
logam mulia tersebut.  
Di pegadaian syariah bukan hanya dari kalangan masyarakat 
berpenghasilan menengah keatas saja yang dapat menikmati produk 
pembiayaan mulia ini,  masyarakat menengah ke bawah pun dapat 
menikmatinya salah satu caranya adalah Pegadaian Syariah menawarkan 
pembelian logam mulia secara angsuran atau cicilan. Sesuai dengan nama 
produk pembiayaan MULIA (Mura>bah}ah Logam Mulia Untuk Investasi 
Abadi), jual beli logam mulia secara angsuran atau cicilan menggunkan dua 
akad yaitu akad mura>bah}ah dengan akad rahn.   
Mura>bah}ah berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 
menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya 
lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat 
                                                          
8 http://pegadaiansyariah.co.id/mulia, diakses pada 15 November 2018. 



































keuntungan (margin) yang diinginkan.9 Dalam mura>bah}ah penjual harus 
memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai tambahannya.10  
Sedangkan rahn  (gadai) menurut bahasa berarti jaminan, tetap, kekal. 
Yang sering disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Rahn (jaminan) 
di tangan al-murtahi>n (orang yang memberikan utang) hanya berfungsi 
sebagai jaminan utang ra>hin (orang yang berutang). Barang yang dijadikan 
jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi 
kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut 
harganya melebihi utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada ra>hin  
(orang yang berutang). 
Sebaliknya apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah dijual 
tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka ra>hin (orang yang berutang) 
harus menambah kekurangannya.11 Pada Praktik di Pegadaian Syariah dalam 
pembiayaan mulia akad mura>bah}ah terjadi ketika nasabah melakukan 
pembelian logam mulia secara agsuran atau cicilan dengan keuntungan yang 
sudah diketahui kedua belah pihak dalam jangka waktu yang sudah 
ditentukan.  
                                                          
9 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah  (Jakarta: PT  Raja Grafindo Perrsada, 2013), 79-80. 
10 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah  (Jakarta: Kencana, 2012), 201. 
11 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
161. 



































Dalam pembelian ini nasabah tidak bisa lansung memiliki logam mulia 
tersebut karena syaratnya harus melunasi terlebih dahulu. Dengan demikian 
nasabah menjadikan logam mulia tersebut ke pihak pegadaian sebagai jaminan 
atas sisa agsuran atau cicilan hutang dalam pembiayaan yang sedang berjalan. 
Saat nasabah menjadikan logam mulia tersebut sebagai jaminan terjadilah 
akad rahn. Sehingga menyebabkan tertahannya objek atau penangguhan 
penyerahan barang saat jual beli.  
Oleh karena itu, nasabah harus melunasi seluruh angsuran sehingga 
dapat mengambil emas tersebut. Namun saat berlangsungnya pembiayaan 
mulia pihak pegadaian syariah juga menawarkan dan memperbolehkan 
nasabah untuk mengambil produk pegadaian syariah yang lain atau 
mengajukan pinjaman dengan menjaminkan kembali logam mulia atau emas 
yang sedang menjadi objek dalam jaminan pada pembiayaan mulia. 
Status dari objek yang dijadikan jaminan saat melakukan pinjaman ke 
pegadaian adalah belum menjadi milik sah di nasabah karena nasabah belum 
lunas membayarnya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat (b) disebutkan penyaluran pinjaman 
berdasarkan jaminan fidusia. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa saat 
melakukan pembiayaan harus berdasarkan jaminan.  
Dalam setiap pembiayaan yang mengunakan akad jual beli pasti ada 
perpindahan hak kepemilikan terhadap barang atau objek yang 
diperjualbelikan. Menurut hukum Islam penyerahan barang atau objek yang 



































diperjualbelikan merupakan suatu kewajiaban. Ketika akad jual beli yang 
dinilai tidak memenuhi syarat, dapat dibatalkan apabila barang yang menjadi 
objek akad tidak diserahkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat masalah ini 
sebagai objek penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Islam dan 
PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan Dengan Jaminan Yang 
Belum Menjadi Milik Sah di Pegadaian Syariah” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 
masalah sebagai berikut: 
1. Faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pembiayaan mulia. 
2. Mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan mulia di Pegadaian 
Syariah. 
3. Hukum pembiayaan mulia secara angsuran dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah  dan akad rahn menurut hukum Islam. 
4. Status pembiayaan dengan jaminan yang belum menjadi milik sah di 
Pegadaian Syariah. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. 
Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan-
batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini 



































agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi 
permasalahan yang akan dibahas yaitu: 
1. Mekanisme pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi 
milik sah di Pegadaian Syariah. 
2. Analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 terhadap status 
pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di 
Pegadaian Syariah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalah penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan jaminan barang yang belum 
menjadi milik sah di Pegadaian Syariah? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 terhadap 
status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah 
di Pegadaian Syariah? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan suatu uraian atau deskripsi tentang literatur 
yang relevan dengan bidang atau topik tertentu  berupa rangkuman yang 



































dilakukan oleh penelitian terdahulu.12 Adanya kajian pustaka ini bertujuan 
untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan dijadikan 
sebagai sumber rujukan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa 
penelusuran kajian pustaka yang menurut penulis membahas permasalahan 
sedikit hampir sama, yaitu sebagai berikut: 
Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Padang 
Kabupaten Tanggamus)13”, oleh Maliah yang ditulis tahun 2017. Skripsi ini 
membahas tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang, dimana 
barang yang dijadikan jaminan tersebut menggunakan barang milik orang lain 
sebagai jaminannya. Teori yang digunakan adalah  field reseach atau 
penelitian lapangan dengan metode kualitatif diskriptif. 
Kedua, skripsi yang berjudul “Pembiayaan Murabahah Disertai 
Jaminan Prespektif Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus 
Di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)14”, oleh 
Amik Amalia Nur Imansari ditulis pada tahun 2017. Skripsi ini membahas 
tentang  pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah disertai jaminan. Teori yang 
                                                          
12 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2013), 119. 
13 Maliah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang 
(Studi pada Dusun Padang Kabupaten Tanggamus)”  (Skripsi—IAIN Raden Intan, Lampung, 
2017). 
14 Amik, Amalia Nur Imansari,”Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Prespektif Fatwa DSN-
MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung)” (Skripsi-IAIN, Tulungagung, 2017). 
 



































digunakan adalah field reseach atau penelitian lapangan dengan metode 
kualitatif diskriptif.  
Ketiga, skripsi yang berjudul “Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah 
Emas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang 
Pembantu Gresik)15”, oleh Nur Azizah ditulis pada tahun 2015. Skripsi ini 
membahas tentang pengambilan jaminan dalam pembiayaan mura>bah}ah emas  
dimana benda yang dijadikan sebagai objek jual beli dijadikan sebagai 
jaminan. Teori yang digunakan adalah field reseach atau penelitian lapangan 
dengan metode kualitatif diskriptif. 
Keempat, skripsi yang berjudul “Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan 
Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus: PT. BNI 
(persero) Tbk Syariah Cabang Medan)16”, oleh Zakiatul Helmy Lubis ditulis 
pada tahun  2018. Skripsi ini membahas tentang kedudukan fidusia sebagai 
barang jaminan, dimana fidusia memiliki peranan penting dalam pengikatan 
jaminan akad pembiayaan mura>bah}ah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini hukum normative  dan penelitian hukum empiris. 
Dari keempat penelitian yang sudah ada, terlihat dari segi tema 
penelitian ada kesamaan, yaitu membahas mengenai jaminan dalam suatu 
pinjaman maupun pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian yang berjudul 
                                                          
15 Nur Azizah, “Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Emas Dalam Prespektif Hukum Islam 
(Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pembantu Gresik)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2014). 
16 Zakiatul Helmy Lubis,  “Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada 
Bank Syariah (Studi kasus: PT. BNI (persero) Tbk Syariah Cabang Medan)” (Skripsi—UIN 
Sumatera Utara, Medan, 2018). 



































“Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status 
Pembiayaan Dengan Jaminan Yang Belum Menjadi Milik Sah di Pegadaian 
Syariah” peneiti akan lebih fokus pada status pembiayaan dengan jaminan 
yang belum menjadi milik sah dengan menggunakn teori field reseach atau 
penelitian lapangan dan metode kualitatif diskriptif. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin 
dicapai dalam penelitian  sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan jaminan barang yang 
belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 
terhadap status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi 
milik sah di Pegadaian Syariah. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 
memberikan informasi dan menambah pengetahuan peneliti tentang 
bagaimana status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum 
menjadi milik sah, serta pemahaman bagi pihak akademisi untuk 



































melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dari 
status pembiayaan dengan  jaminan yang belum menjadi milik sah di 
Pegadaian Syariah. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
saran yang bermanfaat sebagai bahan dalam pelaksanaan dan 
pengimplementasian pembiayaan yang status jaminan barangnya masih 
belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah. 
 
G. Definisi Operasional 
Dalam judul penelitian ini “Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 
Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan Dengan Barang Jaminan Yang 
Belum Menjadi Milik Sah Di Pegadaian Syariah”. Agar mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas dan memahami mengenai judul skripsi ini, maka 
penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut: 
Hukum Islam : Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari 
Al quran, Hadist dan pendapat para imam 
mazhab  yang terkait dengan pembiayaan yang 
menggunakan akad rahn.  
Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 Tahun 2011 
: Peraturan pemerintah berisi tentang maksud dan 
tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk 
melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, 



































baik secara konvensional maupun syariah, dan 
jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
terutama untuk masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah. 
Jaminan barang yang 
belum menjadi milik 
sah 
: Aset pihak peminjam (nasabah) yang dijanjikan 
atau ditahan oleh pemberi pinjaman (pegadaian) 
jika peminjam tidak dapat mengembalikan 
pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal 
membayar hutang, pihak pemberi pinjaman 
(pegadaian) dapat memiliki agunan tersebut. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.17 Adapun metode penelitian yang 
digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian yang diteliti merupakan  jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.18 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data 
                                                          
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2010), 2. 
18 Mardalis, Metode Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 



































diskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati.  
2. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh, data 
tersebut berasal dari antara lain: 
a) Sumber Primer   
Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh lansung dari 
responden  atau objek yang diteliti.19 Adapun data primer yang 
diperoleh peneliti bersumber dari: (1) Pegawai atau Pimpinan 
Pegadaian Syariah. (2) Nasabah yang melakukan pembiayaan di 
Pegadaian Syariah. 
b) Sumber Sekunder 
Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau berasal 
dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer, 
Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan 
hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan.20 Data yang diambil 
sebagai literatur yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1) Al quran dan Hadist. 
                                                          
19 Joko Subagyo, Metode Penelitian  dalam Teori dan Praktek  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 
87. 
20  Ibid., 88. 



































2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 
3) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
4) Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, 2008. 
5) Madani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 2015. 
6) Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad 
Tabarru’ Dalam Hukum Islam), 2014. 
7) Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2013. 
8) Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, 2014. 
9) Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga 
Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, 
2007. 
10) Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 
2015. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan 
penelitian ini adalah: 
a) Interview (Wawancara) 
Wawancara adalah suatu kegiatan yang merupakan pertemuan 
dua orang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 
dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada responden.21 Teknik 
                                                          
21 Ibid., 39. 



































ini dilakukan guna peneliti mandapatkan informasi langsung mengenai 
jaminan dalam pembiayaan yang status jaminan tersebut belum 
menjadi milik sah, 1 orang nasabah, pimpinan, asisten manager dan 2 
orang satpam/security Pegadaian Syariah sebagai sumber responden. 
b) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa bukti-
bukti dokumen dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini 
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang.22 Dalam hal ini dokemen yang dikumpulkan peneliti berupa 
bahan pembuat laporan seperti brosur pembiayaan, form akad rahn 
yang digunakan dalam pembiayaan serta persyaratan yang berkaitan 
dengan  jaminan.  
c) Observasi  
Untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, 
mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik pembiayaan 
dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian 
Syariah. 
4. Teknik Pengolahan  Data 
Setelah data sudah terkumpul dilanjutkan dengan tahapan  pengolahan 
data, sebagai berikut: 
                                                          
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  ..., 240. 



































a) Organizing adalah langkah pengaturan atau menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk membuat 
laporan skripsi dengan baik. Dengan teknik ini penulis diharapkan dapat 
memperoleh gambaran tentang mekanisme pembiayaan dengan jaminan 
barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah. 
b) Editing merupakan kegiatan sebelum mengolah data (mentah) yang 
perlu diperiksa dan diedit terlebih dahulu dengan keterangan yang telah 
dikumpulkan.23 Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa data-
data yang sudah didapakan penulis dan akan digunakan sebagai sumber-
sumber dalam studi dokumentasi. 
c) Analizing merupakan langkah menggadakan penggalian terhadap data-
data yang telah disusun dengan cara memahami data tersebut.  Teknik 
ini digunakan penulis agar penulis dapat memperoleh kesimpulan. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yaitu teknik yang secara nyata digunakan dalam 
penelitian beserta alasan penggunaannya.24 Teknik yang digunakan untuk 
menganalisis hasil penelitian adalah metode deskriptif, yaitu untuk 
menggambarkan atau menjelaskan data yang berkenaan dengan 
pembahasan, dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang 
mekanisme pembiayaan yang status barang jaminan belum menjadi milik 
sah di Pegadaian Syariah. 
                                                          
23 Muhammad Nazir, Metode Penelitian  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406. 
24 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi  (Surabaya: UIN 
Sunan Ampel, 2014), 9. 



































Analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan 
atau menggambarkan fakta di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan 
teori-teori yang ada yang akan dianalisis menurut hukum Islam dan PP No. 
51 Tahun 2011, yang kemudian ditemukan pemahaman secara umum dan 
diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudahkan melakukan penelitian, penulisan menyusun 
penelitian ini secara sitematis dan membagi menjadi  lima bab pembahasan, 
dari kelima bab tersebut peneliti menjelaskan uraiannya sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, merupakan konsep jual beli, rahn  dalam hukum Islam dan 
PP No. 51 Tahun 2011 yang  berisi landasan teori  memuat uraian tentang 
teori yang berhubungan mengenai jaminan dalam pembiayaan dengan akad 
rahn serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Memaparkan 
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta 
jaminan dalam akad rahn yang memuat tentang pengertian jaminan secara 
umum, pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun-rukun  rahn, syarat rahn, 
pemanfaatan marhun (barang gadai), berakhirnya akad rahn. Serta latar 



































belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang 
berkaitan dengan jaminan dalam pegadaian. 
Bab ketiga, merupakan mekanisme pembiayaan dengan jaminan 
barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah. Dalam bab ini 
diuraikan meliputi: sejarah singkat berdirinya pegadaian syariah, profil dari 
pegadaian syariah, struktur organisasi, dan produk yang ditawarkan di 
pegadaian syariah. 
Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 
2011 terhadap status pembiayaan dengan barang jaminan yang belum menjadi 
milik sah di Pegadaian Syariah. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 
pembahasan dan saran, dimana kesimpulan ini menjawab dari rumusan 
masalah. 




































KONSEP JUAL BELI, RAHN   DALAM HUKUM ISLAM DAN PP NO. 51 
TAHUN 2011 
A. Konsep Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli menurut bahasa berasal dari kata ba>’a-yab>i’u-bay’an 
artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut al-bai>‘ yang artinya menjual, 
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal al-bai>‘ 
dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yakni kata ash-shira>’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai>‘ berarti jual, 
tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli adalah kegiatan saling menukar 
harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.1 
Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli 
adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 
jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar 
saling merelakan.2 Sedangkan menurut ulama Hanabilah jual beli artinya 
sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat 
yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan 
riba dan bukan utang.3 
                                                          
1 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 
119. 
2 Idris Ahmad, Fiqh Syari’i, Volume 2, (t.tp: Karya Indah 2006), 5. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 69. 



































Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapt disimpulkan 
bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduannya dapat saling 
menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap 
dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Yang dimaksud sesuai dengan 
syariat adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sesuai hukum 
Islam. 
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk tolong menolong sesama umat 
manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al Quran, Hadis dan Ijma’, 
sebagai berikut: 
a. Al Quran 
Landasan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran terdapat 
dalam surah al-Baqarah ayat 275: 
 ....... َحَو عْي َبٌْلا ُ َّللٌَّا َّلَحأَو 
 
أٰو َبِّ رٌلا َمَّر.......  





                                                          
4 Departemen RI, Al Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 47. 




































 َِّّللَّا ُلوُسَر ىَه َن َمَّلَسَو ِّهْيَلَع ُ َّللَّا يَّلَص ْي َب ْنَع ْفَلَسَو ِّع 
Artinya:”Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. 
Ahmad Dari Abu Hurairah r.a)5 
 َةَعَافِّر ْنَع َر ِّنْب َي ِّض  َأ ُهْنَع ُ َّللَّ َأ َّلَسَو ِّهْيَلَع ُ َّللَّا يَّلَص َّ ِّبَِّنلا َّن  اُس َم َل َأ ِّبْسَكْلا ُّي
أ ُجَّرلا ُلَمَع :َلَاق؟ُبََيط ٍرْوُر ْ بَم ٍعْبَم ٍعْي َب ُّلَُكو ِّهِّدَيِّب ِّل 
Artinya: “dituturkan dari Rifa’ah ibn Radi’ r.a bahwa Nabi saw, pernah 
ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, 
pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 
beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hasits ini shahih menurut 
Al-Hakim).”6 
c. Ijma’ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebuuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 
barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 
barang lainnya yang sesuai.7 
Ibn Qudmah menyatakan dalam Ath-Thayyar bahwa kaum 
muslim telah sepakat tentang diperbolehkannya al-bai>‘, yakni setiap 
orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki 
                                                          
5 Imam Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Ihyai al-turats al-
Araby, 1414 H), 178. 
6 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulu>ghul Mara>m Terjemahan, (Bandung: Penerbit Kazanah PTMizan 
Pustaka, 2010) 316. 
7 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75. 



































rekannya (orang lain), dan orang lain tersebut tidak akan memberikan 
sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan 
al-bai>‘, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi 
kebutuhannya. 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga 
jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam menentukan jual beli, 
terdapat perbedaan ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya 
satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun hanya 
berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.8 
Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu 
ada 4 yaitu: 
a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 
b. Ada S}ighat (lafal ijab dan qabul) 
c. Ada barang yang dibeli 
d. Ada nilai tukar pengganti barang 
Adapun syarat yang sah tentang jual beli ini menurut jumhur ulama 
adalah sebagai berikut: 
a. Syarat orang yang berakad 
                                                          
8 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Pertama, 2000), 115. 



































Jumhur ulam sepakat bahwa untuk melakukan sebuah akad, 
seseorang tersebut harus memenuhi syarat yaitu berakal dan orang 
yang berbeda. 
b. Syarat S}ighat9 
Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka 
pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik 
semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli 
dan uang berpindah kepemilikan penjual. 
Sedangkan para ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat ijab dan 
qabul adalah 1) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal 2) 
qabul harus sesuai dengan ijab 3) ijab dan qabul dilakukan dalam satu 
majelis. 
c. Syarat barang yang diperjual belikan  
Syarat yang terkait dengan barang yang sah untuk diperjual belikan 
adalah:10 
1) Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual 
menyanggupi untuk barang tersebut. 
2) Barang tersebut harus bermanfaat. Tidak boleh memperjualbelikan 
serangga ular, tikus kecuali bisa dimanfaatkan. 
3) Barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang berakad, atau 
mendapatkan izin dari si pemilik. 
                                                          
9 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74. 
10 Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 5 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 37-49. 



































4) Barang tersebut harus bisa diserahterimakan secara syariat dan 
fisik. 
5) Masing-masing dari barang harus diketahui oleh penjual dan 
pembeli. Jika keduannya tidak diketahui, maka jual beli tersebut 
tidak ada kejelasan. 
6) Barang yang akan dijual harus diterima oleh si penjual, apabila 
sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah 
pertukaran. 
 
B. Konsep Rahn  
1. Pengertian Rahn 
Kata rahn berasal dari bahasa Arab نهر  yang memiliki arti tinggal, 
menggadaikan, mengutangi, jaminan utang.11 Menurut bahasa rahn (gadai) 
berarti al-thubu>t (tetap), al-habs (penahanan),12 al-dawa>m (lama), al-luzu>m 
(harus).13 Namun adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah berkurang 
atau terjerat.14 Sedangkan menurut Nasrun Haroen memiliki arti tetap, 
kekal dan jaminan. Rahn dalam Islam sebagai sarana tolong menolong 
tanpa imbalan.15 
                                                          
11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al Munawwir  (Jakarta: cet. Keempat, 1997), 
542 
12 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah  ..., 105. 
13 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah ..., 159. 
14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 105. 
15 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 251. 



































Dalam istilah perbankan Indonesia rahn disebut dengan “agunan”, 
agunan yaitu barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Rahn 
merupakan bentuk perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan 
atau jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank 
atau kreditur, sedangkan barang yang menjadi jaminan disebut al-marhu>n, 
pihak yang memberikan jaminan disebut ar-ra>hin dan pihak yang 
memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut al-
murtahi>n.16 
Menurut istilah syara’ adalah menaruh barang yang dijadikan 
sebagai uang, untuk penguat dalam perjanjian hutang dan barang tersebut 
akan menutup (hutang) ketika tidak dapat melunasinya.17 Menurut syariah 
rahn  ialah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang menurut 
kemungkinan ditarik kembali, atau bisa juga diartikan menjadikan barang 
yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan 
utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya 
semua atau sebagian.18 
Rahn secara terminologi, sebagaimana menurut  Ulama Hanafi 
adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang 
mungkin dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang 
tidak bisa membayar utangnya. Sementara menurut ulama Syafi’i yaitu 
                                                          
16 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 363-364. 
17 Syansuddin Abu Abdullah, Terjemahan Fathul Qarib (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 161. 
18 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 173. 



































menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan 
pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar 
utangnya.19 
Ulama Maliki mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan 
pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut ulama 
Hanbali rahn dalam arti akad adalah menjadikan materi (barang) sebagai 
jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang 
berutang tidak dapat membayar utangnya itu.20  Menurut ketentuan 
Hukum Adat definisi dari gadai adalah menyerahkan tanah untuk 
menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan “si 
penjual (penggadai) berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali”. 
Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang 
yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak, barang bergerak 
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang 
mempunyai utang oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang.21 
Seseorang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi 
utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk 
                                                          
19 Abdul Aziz Bahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5 (Jakarta: PT Iehtiar Baru Van Hoeve, 
2003), 1480. 
20 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya  
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 364. 
21 Subekti dan Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke III (Jakarta: PT 
Pradnya Paramita, 2003), 297. 



































melunasi utang, apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat  jatuh tempo.22 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor: 
25/DSN-MUI/III/2002 rahn berarti bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan 
keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 
menggadaikan brang sebagai jaminan utang.23 
Secara garis besar dari pengertian-pengertian diatas dapat di 
simpulkan bahwa rahn adalah akad pinjam meminjam dengan menyerahkan 
barang sebagai tanggungan utang, atau dapat diartikan juga rahn adalah 
menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat 
darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis menurut 
pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan 
pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang tersebut. 
 
2. Dasar Hukum Rahn 
Dasar hukum Islam tentang rahn adalah boleh, diperbolehkannya 
ini sebagaimana dengan kebolehan dari jual beli berdasarkan Al Quran, 
Hadits, Ijma’, Kaidah fiqh dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.  
Dalil yang memperbolehkan rahn meliputi sebagai berikut: 
 
 
                                                          
22 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 156. 
23 Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 



































a. Al Quran 
Di dalam Al quran surah al-Baqarah ayat 283: 
 َ ب َن ِّم َأ ْنِّإ َف  ۖ ٌة َضو ُب ْق َم ٌنا َهِّر َف ا ًبِّتا َك او ُد َِّتَ ْ َلََو ٍر َف َس ٰى َل َع ْم ُت  ْ ن ُك ْنِّإَو ْم ُك ُُ ْعْ
 ِّ دَؤ  ُي ْل  َف ا ًُ ْعْ  َ ب َت َلََو ۗ ُهَّبَر ََّللَّا ِّقَّت  َي ْلَو ُه َت  َ نا َم َأ َن
ُِّتُْؤا يِّذَّلا  ََ َدا َه َّ لا او ُم ُت ْك
 ٌميِّل َع َنو ُل َم ْعْ  َ ت َا ِّبِ ُ َّللَّاَو ۗ ُه ُب ْل  َق ٌ
ِّثِآ ُهَّنِّإ َف ا َه ْم ُت ْك َي ْن َمَو    
Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hrndaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendak ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan, barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 283)24 
Ayat di atas tersebut memiliki makna bahwa Allah swt 
memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang 
lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia 
memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang 
memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam 
melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam 
menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau 
dihamburkan tanpa ada manfaat.25 
Fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk kepercayaan 
masing-masing pihak, sehingga gadai menyakini bahwa pemberi gadai 
                                                          
24 Departemen RI, Al Quran dan Terjemahannya  ..., 60. 
25 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 620. 



































tidak memiliki itikad yang tidak baik. Dan penerima gadai menyakini 
bahwa pemberi gadai akan melakukan pembayaran untuk melunasi 
utang yang diberikan oleh penerima gadai serta tidak melalaikan jangka 
waktu pengembalian utangnya.26 
b. Hadis 
اَعْط  ٍي
ِّدوُه َي ْن ِّم َمَّلَسَو ِّهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّّللَّا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةََِّّئاَع ْنَع اًعْرِّد ُهَنَهَرَو اًم
 ٍديِّدَح ْنِّم 
Artinya:”Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah 
membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, 
lalu beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan)”. (H.R. al-
Bukhari dan Muslim)27 
c. Ijma’ 
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai, para ulama juga 
telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, karena banyak 
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya sebagai hubungan antar 
manusia. Menurut jumhur ulama bahwa rahn (gadai) adalah 
diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena rahn (gadai) hanya 
jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.28 Salah 
satu alasan jumhur ulama memperbolehkannya gadai adalah 
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW>., yang menggadaikan 
baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.29 
                                                          
26 Zainuddin Ali, Hukum gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6. 
27 Al-Hafidz Zaki Al-Din Abdul Azim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim (Bandung: Mizan 
Media Utama, 2002), 523. 
28 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 
2014), 63. 
29 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah ..., 8. 



































d. Kaidah Fiqh> 
 ِّيِّرْحَتلا ىَلَع ُلْيِّل َّدلا َّلَُدي َّتََّحُةَحَبا ِّلإا ِّءاَيْشَلأا ِّفِ ُلْصَلأا 
Artinya:”Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada 
dalil yang menunjukkan keharamannya”.30 
Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam bidang muamalah rahn 
(gadai) itu boleh, tidak ada kaidah yang melarang sampai ada dalil 
yang menunjukkan keharamannya.  
e. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 
Menetapkan :  FATWA TENTANG RAHN31 
Pertama :  Hukum  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut.  
Kedua : Ketentuan Umum  
1. Murtahi>n (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhu>n  (barang) sampai semua utang Ra>hin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik Ra>hin. Pada 
prinsipnya, Marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh 
Murtahi>n kecuali seizin Ra>hin, dengan tidak mengurangi 
nilai Marhu>n dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya.   
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n pada dasarnya 
menjadi kewajiban Ra>hin, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahi>n, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Ra>hin.  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan Marhu>n  
                                                          
30 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang 
Praktis, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 51. 
31 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 
 



































a. Apabila jatuh tempo, Murtahi>n harus memperingatkan 
Ra>hin untuk segera melunasi utangnya.  
b. Apabila Ra>hin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhu>n dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 
sesuai syariah.  
c. Hasil penjualan Marhu>n digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil 
penjualan menjadi milik Ra>hin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Ra>hin.  
Ketiga : Ketentuan Penutup  
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.  
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 
 
3. Rukun dan Syarat Rahn 
a. Rukun Rahn 
Menurut jumhur ulama rukun rahn ada empat, yaitu:32 
1) S}ighat (ijab qabul) 
2) Al-Marhu>n (barang jaminan) 
3) Ar-Ra>hin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan al-
murtahi>n (orang yang menerima barang jaminan) 
4) Al-Marhu>n bih (utang) 
                                                          
32 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 254. 



































Sementara itu, rukun rahn menurut Madzab Hanafi adalah ijab 
dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad rahn. di 
samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad 
rahn ini maka diperlukan al-qabad}h (penyerahan barang) oleh pemberi 
utang.33 
b. Syarat Rahn 
Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad rahn 
yaitu: 
1) Ar-ra>hin dan al-murtahi>n 
Keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan 
bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh 
karena itu, akad rahn tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan 
anak kecil yang belum mumayyiz. 
2) Al-Marhu>n bih (utang) 
Adalah hak yang diberikan kepada rahn. ulama Hana>fiyah  
memberikan beberapa syarat meliputi:34 
a) Al-Marhu>n bih hendaklah barang yang diserahkan 
Menurut ulama selain Hanafiyah, marhu>n bih hendaklah 
berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang 
menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk 
benda. 
                                                          
33 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 5 (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), 180. 
34 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II ..., 65. 



































b) Al-Marhu>n bih memungkinkan untuk dibayarkan 
Jika marhu>n bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak 
sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari’atkannya rahn. 
c) Hak atas marhu>n bih harus jelas 
Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhu>n bih 
tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn. ulama Hanabilah 
dan Syafi’iyyah. Memberikan tiga syarat bagi marhu>n bih, 
yaitu: a) berupa utang yang tepat dan dapat dimanfaatkan, b) 
utang harus lazim pada waktu akad, c) utang harus jelas dan 
diketahui oleh ar-ra>hin dan al-murtahi>n. 
3) Marhu>n (barang jaminan/agunan).  
Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada 
marhu>n adala yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat marhu>n 
adalah:35 
a) Barang jaminan (marhu>n) itu dapat dijual dan nilainya 
seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu 
yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. 
Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat 
dijual. 
b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan mal mutaqawwim 
(boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak 
sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dapat 
                                                          
35 Ibid. 



































dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut 
Islam. 
c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 
d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada 
dalam kekuasaannya. 
e) Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait 
dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta 
pinjaman, harta titipan dan sebagainya. 
f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak 
bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari 
pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di 
pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan 
setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari 
satu mobil. 
g) Barang jaminan itu dapat diserahterimakan, baik materinya 
maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda 
tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan 
tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang 
diserahkan kepada pemegang jaminan (murtahi>n).36 
4) Syarat penyerahan marhu>n (agunan) 
Apabila agunan telah diterima oleh murhi>n kemudian utang 
sudah diterima oleh ar-ra>hin, maka akad rahn bersifat mengikat 
                                                          
36 Ibid. 



































bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan 
kesempurnaan rahn, yakni penyerahan barang jaminan (qabad}h al-
marhu>n), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh al-
murtahi>n. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana 
dinyatakan oleh Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 283. 
5) S}ighat (Ijab qabul) 
Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau 
dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah 
menyatakan bahwa apabila akad rahn dibarengi dengan syarat 
tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka 
syaratnya batal, sementara akad rahnnya sah. Contohnya, orang 
yang berutang menyaratkan apabila waktu jatuh temponya telah 
habis dan utang belum dibayar, maka akad rahn diperpanjang satu 
bulan atau pemberi utang menyaratkan harta agunan itu boleh 
dimanfaatkan.37 
4. Pemanfaatan Marhu>n (Barang Gadai) 
a) Pemanfaatan oleh ar-ra>hin 
Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadai, 
sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang atau rusak. Hanya 
saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika rahn berlangsung. 
Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya 
karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil 
                                                          
37 Ibid. 



































manfaatnya tanpa izin. Jika pemegang gadai meminta izin kepada 
penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan 
modal dari gadai dianggap sebagai hutang. 
Maka denagn demikian ini tidak sah karena telah dianggap menjadi 
hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa 
kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh menggendarainya 
dan memerahnya sesuai biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin 
penggadai.38 Pendapat diatas sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah, 
mereka berpendapat bahwa ar-ra>hin diperbolehkan untuk 
memanfaatkan barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai 
tersebut berkurang. 
Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti 
sawah, kebun, ar-ra>hin harus meminta izin kepada murtahi>n. Hal ini 
berbeda dengan pendapat ulama Hana>fiyah, mereka berpendapat bahwa 
ar-ra>hin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahi>n, 
begitupun juga murtahi>n tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ar-
ra>hin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh 
murtahi>n selamanya. 
Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan 
Sya>fi’iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak  boleh 
mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi 
                                                          
38 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al Insiklopedi Fiqih Muamakah dalam Pandangan 4 
Madzab, Terj. Miftahul Khairi (jakarta: Maktabah al-Hanafi, 2009), 174. 



































hak penggadai. Yang menerima atau memegang gadai boleh 
mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti 
kerugiannya, untuk menjaga barang itu.  
Ada pun yang mempunyai barang tetap berhak mengambil 
manfaatnya dari barang yang digadaikan, dengan begitu semua 
manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas 
tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan tersebut 
tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk 
menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang 
itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang menerima 
gadai.39 
b) Pemanfaatan oleh murtahi>n 
   Sebagian ulama Hanfiyah membolehkan murtahi>n untuk 
memanfaatkan barang tersebut selama ada di tangan jika telah 
memperoleh izin dari ra>hin. Namun, ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan 
sebagian dari Hana>fiyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu 
mengizinkan, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang 
jaminan itu. Apabila baang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil 
pemanfaatan itu merupakan riba.40 
  Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahi>n tidak 
boleh memanfaatkan barang gadai kecuali jika ra>hin tidak mau 
                                                          
39 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam ..., 474. 
40 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 257. 



































membiayai barang gadai. Dalam hal tersebut murtahi>n dibolehkan 
mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. 
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahi>n boleh memanfaatkan 
barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk 
mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk mengganti 
pembiayaan.41 
 
5. Berakhirnya akad Rahn 
Akad rahn (gadai) akan berxdakhir atau batal karena beberapa hal 
meliputi sebagai berikut:42 
a) Al-Marhu>n (barang gadai) diserahkan kembali kepada ar-ra>hin sebagai 
pemilik barang. Rahn merupakan akad penguat dari akad utang piutang, 
apabila marhu>n diserahkan kembali kepada ar-ra>hin, maka akad rahn 
berakhir. 
b) Ar-Ra>hin (pemilik barang) melunasi utangnya, apabila ar-ra>hin 
melunasi utangnya kepada marhu>n bih maka akad rahn berakhir. 
c) Penjualan marhu>n (barang gadai), apabila marhu>n dijual paksa (lelang) 
berdasarkan keputusan hakim maka akad rahn berakhir.  
Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, ar-ra>hin (pemilik barang) belum 
mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, murhi>n tidak 
berhak mengakui kepemilikan atas marhu>n tersebut, tapi ia berhak 
                                                          
41 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah ..., 173. 
42 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah  
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 268-269. 



































menjual marhu>n. Siapa saja boleh memebelinya termasuk murtahi>n 
sendiri, karena hak murtahi>n hanya sebatas utang ar-ra>hin (pemilik 
barang). Jika penjualan marhu>n melebihi utang ra>hin (pemilik barang), 
kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ra>hin (pemilik barang). 
Begitupun sebaliknya apabila kurang itu menjadi tanggung jawab ra>hin 
(pemilik barang). 
d) Murtahi>n melakukan pengalihan utang ra>hin kepada pihak lain 
(hiwalah). 
e) Ra>hin atau murtahi>n meninggal dunia atau ra>hin bangkrut (pailit) 
sebelum marhu>n diserahkan kepada ra>hin dan utang dilunasi. 
f) Murtahi>n membatalkan akad rahn walaupun tanpa persetujuan ra>hin, 
dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari murtahi>n. Bagi maurtahin 
akad rahn bersifat tidak mengikat. Berbeda dengan ra>hin, ia tidak bisa 
membatalkan akad sepihak karena akad rahn bersifat mengikat bagi 
dirinya. 
g) Marhu>n (barang gadai) rusak atau binasa. Marhu>n hakikatnya adalah 
amanah yang diberikan kepada murtahi>n bukan titipan kecuali 
kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama. 
h) Marhu>n (barang gadai) disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau 
dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang. 
 
 



































C. PP No. 51 Tahun 2011 
Menurut PP No. 51 Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat (2) a dan b 
dijelaskan bahwa:  
“Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek dan 
penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.” 
Dalam pasal 2 ayat (2) a dan b sudah dijelaskan bahwa jaminan fidusia dalam 
gadai sangatlah penting.  
1. Pengertian Jaminan Fidusia 
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda fiducie, sedangkan dalam 
bahasa Inggris disebut fiduciary of transfer of ownership, yang bermakna 
kepercayaan.43 Secara istilah fidusia mengandung dua pengertian yaitu 
kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung arti 
seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentigan pihak ketiga, 
dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati, dan terus terang. 
Sebagai kata sifat, fidusia berkaitan tentang hal yang berhubungan dengan 
kepercayaan.44 
Jaminan fidusia tidak benar-benar menjadikan kreditur menjadi 
pemilik atas benda atau barang yang dijaminkan, tetapi hanya memberikan 
hak jaminan saja. Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan debitur 
tidak dapat memenuhi perjanjian, maka esensi kata “pengalihan” menjadi 
                                                          
43 Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 
55. 
44 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan (Bandung: 
Alumni, 2014), 40. 



































media pemenuhan hak tagihan.45 Pengalihan yang diberikan oleh debitur 
kepada kreditur atas dasar kepercayaan bahwa jika nanti utang yang telah 
diletakkan jaminan fidusia lunas, maka hak milik atas benda jaminan 
tersebut akan sepenuhnya kembali kepada pemberi jaminan  (debitur). 
Adapun unsur benda tetap berada dalam penguasaan pemilik benda 
atau barang, memberikan pengertian bahwa meskipun telah dinyatakan 
secara yuridis bahwa hak terhadap benda atau barang telah dialihkan, 
namun pemberi jaminan masih mempunyai hak untuk memanfaatkan atau 
menikmati benda atau barang yang telah dibebani jaminan tersebut. Akad 
pokok yang melahirkan jaminan fidusia haruslah merupakan akad 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian timbal balik antara 
lembaga pembiayaan yaitu LKS atau Bank Syariah dengan nasabah. Pihak 
lembaga pembiayaan memberikan prestasi berupa penyediaan dana, 
sedangkan pihak nasabah melaksanakan prestasi berupa pembayaran baik 
cash ataupun angsuran sesuai yang telah disepakati. Jika akad angsuran 
atau pembiayaan didasarkan prinsip syariah, maka akad pembebanan 
jaminan fidusia sebagai akad accessoir, yang mengikuti akad pokoknya. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 
tentang Rahn Tasjily, membolehkan jaminan kebendaan yang secara fisik 
tetap berada dalam penguasaan peminjam. Pada fatwa tersebut istilah 
“rahn” disebut karena pada dasarnya semua jenis jaminan kebendaan 
                                                          
45 Ibid., 191. 



































dalam Islam menggunakan lembaga rahn. fatwa tersebut memberikan 
pengertian bahwa rahn tasjiy adalah jaminan dalam bentuk barang atas 
utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima 
jaminan (murtahi>n) hanya bukti sah kepemilikannya.46 
Sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhu>n) tetap berada 
dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (ra>hin). Bentuk 
jaminan kebendaan yang dimaksud dalam rahn tasjily mirip dengan 
pengertian fidusia yang diatur dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda.47 
2. Objek Jaminan Fidusia 
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi 
fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunas utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kreditur lainnya. 
                                                          
46 Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 
47 UU Nomor 42 tahun 1999 



































Adapun benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia ialah segala 
sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud ataupun 
tidak berwujud, yang tedaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak 
ataupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau 
hipotek.48 Adanya penggunaan kalimat “yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan atau hipotek” pembuatan undang-undang menginginkan 
bahwa benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek 
tertampung dalam UUJF ini.49 
3. Jaminan Fidusia Bersifat Accessoir 
Akad jaminan fidusia sesungguhnya merupakan akad accessoir 
(ikutan) dari perjanjian pokok yang pada umumnya berbentuk akad akad 
pembiayaan atau utang piutang. Meskipun sebagai akad ikutan, 
kedudukan jaminan menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan akad 
pokok, karena hampir tidak akan terjadi akad pokok jika tidak ada benda 
atau barang yang dijadikan jaminan.50 
Karena berfungsi sebagai jaminan, dimana pengalihan hak milik 
suatu benda atau barang hanya dimaksudkan untuk jaminan atas 
kewajiban, sehingga tidak boleh ada alasan lain untuk pengalihan 
kepemilikan secara melawan hukum. Pangalihan hak milik hanya akan 
                                                          
48 Pasal 1 angka (4) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
49 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Grasibdo, 2007), 25. 
50 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Depok: Prenadamedia Group, 
2017), 160. 



































berlaku sah manakala debitur cedera janji, sehingga title “pengalihan” 
dapat berlaku sebagai jaminan pemenuhan hak.  
Akad jaminan fidusia dinyatakan batal demi hukum, manakala akad 
pokoknya dinyatakan batal atau hapus. Karakter akad accessoir adalah 
tidak bisa berdiri sendiri, dan selalu mengikuti akad pokoknya. Hal ini 
berbeda dengan batal atau hapusnya akad accessoir, belum tentu diikuti 
denganbatal atau hapunya akad pokok. Akad pokok bisa berdiri sendiri 
tanpa akad accessoir, namun akad accessoir tidak bisa lahir tanpa adanya 
akad pokok.51 
Tentu saja hal tersebut berlaku bagi jaminan yang lahir dari adanya 
akad, sedangkan jaminan yang lahir dari undang-undang sebagaimna 
disebutkan Pasal 1131 KUH Perdata tidak berlaku hal yang demikian. 
Sifat jaminan fidusia sebagia jaminan accessoir, UUJF menyebut bahwa 
jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian utang 
piutang sebagai perjanjian pokoknya.52  
Konsekuensi lainnya dari sifat accessoir ini adalah apabila piutang 
pokok dialihkan kepada pihak lain dengan cara cassie atau subrogasi, maka 
jaminan fidusia atas piutang tersebut ikut beralih kepada pemegang 
piutang yang baru. KUH Perdata tidak menyebut istilah cassie, namun 
Pasal 613 (1) KUH Perdata menjelaskan substansi cassie.53 Berdasarkan 
                                                          
51 D.Y. Witanto, Hukum jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bandung: 
Mandar Maju, 2015), 107. 
52 Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
53 Pasal 613 (1) KUH Perdata 



































pasal tersebut dapat dijelaskan, cassie ialah pemindahan hak piutang, yang 
merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini 
dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam 
hubungan ini dinamakan cessionaris. 
Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta autentik atau di 
bawah tangan, jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan saja. 
Subrogasi ialah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar 
kepada kreditur, terjadi baik dengan persetujuan ataupun demi undang-
undang.54 Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur 
ialah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan 
debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. 
Pengikat jaminan fidusia bertujuan sama dengan jaminan lainnya, 
yaitu agar debitur memenuhi kewajibannya. Setiap benda yang 
dibebankan jaminan fidusia, akan menanggung sejumlah utang tertentu 
dan itu akan dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia, termasuk juga 
pencantum secara tegas dalam Sertifikat Fidusia. 
 
 
                                                          
54 Subrogasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1400 s/d 1403. 

































MEKANISME PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN BARANG YANG 
BELUM MENJADI MILIK SAH DI PEGADAIAN SYARIAH 
A. Profil atau Gambaran Umum Pegadaian Syariah 
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 
Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan dari status 
sebagai Perusahaan Jawatan di tahun 1901, Perusahaan di Bawah IBW 
tahun 1928, Perusahaan Negara tahun 1960 dan kembali ke Perjan di tahun 
1969. Setelah itu baru di tahun 1990 dengan ditetapkannya PP Nomor 10 
Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990 sampai dengan di terbitkannya PP 
Nomor 103 Tahun 2000, dari Pegadaian berstatus menjadi Perusahaan 
Umum (PERUM) yang merupakan salah satu BUMN dari Departemen 
Keuangan RI sampai sekarang. 
Saat terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1901 merupakan tonggak awal 
kebangkitan Pegadaian, di dalam PP Nomor 10 Tahun 1901 menegaskan 
misi yang harus diemban Pegadaian  untuk mencegah praktik riba. Misi 
tersebut terus berjalan dan tidak berubah hingga terbitlah PP Nomor 103 
tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan Perusahaan Umum 
(PERUM) Pegadaian hingga sekarang.1 
Seiring perkembangan zaman dengan peluang 
mengimplementasikan gadai syariah (rahn), maka Perusahaan Umun
                                                          
1 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 276. 

































(PERUM) Pegadaian bekerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia 
tentang gadai syariah (rahn) pada tanggal 16 Mei 2002. Produk yang 
disalurkan dan diluncurkan sejak Januari 2003 adalah Gadai Syariah (Ar 
rahn).  
Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam 
rangka menjawab semua kebutuhan sebagai konsumen baik dari muslim 
maupun non muslim yang menginkan transaksi pinjam meminjam dengan 
aman tanpa riba atau sesuai ketentuan syariat. Pegadaian syraiah ini 
merupakan wujud dari keberhasilan lembaga-lembaga asuransi syariah dan 
bank syariah yang semakin diminati  masyarakat.  
Peresmian Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini oleh 
Direktur Utama Kanwil Perum Pegadaian Durabaya yaitu Bapak Deddy 
Kusdedi S.E pada tanggal 1 April 2006. Cabang Pegadaian Syariah 
Baluran Surabaya merupakan cabang dari Kantor Wilayah Perum 
Pegadaian yang terletak di Jalan Dinoyo No. 79 Surabaya. Dengan 
hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang menawarkan 
solusi pendanaan dengan cepat dan praktis,  dapat menentramkan dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk 
pinjaman maupun pembiayaan yang berbasis secara syariah.2 
 
 
                                                          
2 Mikhael Alfian, Keamanan, Wawancara, Surabaya, 8 April 2019. 

































2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah3 
a. Visi Pegadaian Syariah  
Menjadikan Pegadaian Syariah sebagai “champion” dalam 
pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi 
masyarakat menengah ke bawah. 
b. Misi Pegadaian Syariah  
Dalam menjalankan dan memajukan kegiatan usahanya, pegadaian 
syariah memiliki beberapa misi, antara lain: 
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 
menengah ke bawah 
2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan 
pinjaman tidak wajar lainnya. 
3. Struktur Organisasi  
Struktur Organisasi merupakan suatu susunan yang saling 
berhubungan antara tiap bagian secara posisi maupun tanggung jawab 
tugas yang ada di sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan  
operasional agar mencapai tujuan.4 Dengan itu struktur organisasi 
merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan 
untuk menjelaskan pembagian kerja dari masing-masing tugas. Tugas dari 
masing-masing jabatan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 
adalah sebagai berikut:5 
                                                          
3 www.pegadaiansyariah.co.id  diakses pada 8 April 2019. 
4 Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Menejemen (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 131. 
5 Sri Astutik, Pimpinan Cabang, Wawancara, Surabaya, 4 Mei 2019 

































a. Manager Cabang : 
1) Mengelola operasional cabang. 
2) Menyusun operasional program kerja cabang agars esuai dengan 
visi dan misi Pegadaian Syariah. 
3) Mengkoordinasi kegiatan penaksiran barang jaminan (marhu>n) 
berdasarkan ketentuan da peraturan yang berlaku. 
4) Mengkoorginasi penyaluran pinjaman (marhu>n bih). 
5) Mengkoordinasi pengelolaan mura>bah}ah  dan rahn sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam rangka penegmbangan aset secara 
profesional. 
b. Asisten Manager Cabang6 
1) Mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 
jalannya kegiatan operasional usaha gadai. 
2) Menangani barang jaminan (marhu>n) yang bermasalah. 
3) Melaksanakan pengawasan dan memprogram terhadap barang 
jaminan (marhu>n) yang masuk. 
4) Mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 
keuangan, administrasi, ketertiban, keamanan dan kebersihan serta 
membuat laporan kegiatan operasional kantor cabang. 
c. Penaksir 
1) Menaksir barang jaminan (marhu>n) untuk mentukan nilai taksiran 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
                                                          
6 Ibid. 

































2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan 
aman. 
3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang terhadap 
penggunaan pinjaman gadai oleh nasabah berkaitan dengan biaya 
administrasi dan biaya titipan. 
4) Menetapkan biaya administrasi dan biaya titipan dengan ketentuan 
yang berlaku. 
d. Kasir  
1) Melakukan penerimaan, pembayaran, penyimpanan, dan 
pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku. 
2) Menyiapkan perlengkapan dan peralatan kerja. 
3) Menerima modal kerja harian dari atasan. 
4) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas. 
5) Melaksankan penerimaan dan pelunasan pinjaman (marhu>n bih) 
dari marhu>n. 
e. Keamanan (security) 
Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan 
Pegadaian Syariah serta sekitarnya selama 24 jam. 
4. Produk-Produk Pegadaian Syariah 
a. Produk Pembiayaan7 
1) Arrum BPKB8 
                                                          
7 Brosur Pembiayaan Pegadaian Syariah 
8 Brosur Pembiayaan Arrum BPKB 

































Arrum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB merupakan 
produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah untuk memudahkan 
para pengusaha kecil agar mendapatkan modal usaha dengan 
jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga 
dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Yang 
memiliki keunggulan sebagai berikut: 
a) Prosesnya berdasarkan prinsip syariah yang adil dan sesuai 
fatwa DSN-MUI. 
b) Prosesnya dilayani di semua outlet Pegadaian Syariah yang 
lebih dari 600 outlet. 
c) Pembayaran angsuran dapat di lakukan diseluruh outlet 
Pegadaian Syariah. 
d) Jangka waktunya fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. 
e) Pegadaian Syariah memberikan tarif yang menarik dan 
kompetitif. 
f) Layanannya cepat, mudah dan sederhana. 
2) Arrum Haji9 
Arrum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang 
memungkinkan nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan 
jaminan emas, sehingga dapat memanfaatkan aset emas untuk ke 
Tanah Suci. Keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
9 Brosur Pembiayaan Arrum Haji 

































a) Tabungan haji bisa langsung digunakan untuk memperoleh 
nomor antrian porsi haji. 
b) Dokumen dan emas yang dijaminkan disimpan aman oleh 
Pegadaian Syariah. 
c) Biaya untuk pemeliharaan barang jaminan sangat terjangkau. 
d) Jaminan emas dapat digunkan untuk pelunasan biaya haji pada 
saat lunas. 
3) MULIA 
MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan 
kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dengan proses 
mudah dan jangka waktu yang fleksibel, sehingga produk ini dapat 
menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan 
kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, 
mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman 
serta kendaraan pribadi.10 
4) Amanah11  
Amanah merupakan produk pembiayaan dari Pegadaian 
Syariah dengan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun 
pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara 
angsuran. 
 
                                                          
10 Slamet Hariono, Keamanan, Wawancara, Surabaya, 13 April 2019. 
11 Brosur Pembiayaan Amanah 


































Rahn merupakan produk pembiayaan dari Pegadaian 
Syariah untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah dengan 
jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan 
bermotor. Keunggulan dari produk Pembiayaan Rahn adalah 
sebagai berikut:12 
a) Layanan rahn tersedia Pegadaian Syariah seluruh Indonesia. 
b) Proses pengajuannya mudah, calon nasabah hanya perlu 
membawa angunan atau barang jaminan berupa perhiasan emas 
dan barang berharga lainnya. 
c) Proses pinjamannya sangat cepat hanya 15 menit. 
d) Uang pinjaman (marhu>n bih) mulai dari 50.000 sampai 
200.000.000 atau lebih. 
e) Untuk jangka waktu pinjamannya maksimal 4 bulan atau 120 
hari dan dapat diperpanjang dengan membayar Ija>rah saja atau 
mengangsur sebagian uang pinjaman. 
f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan 
ija>rah selama masa pinjaman. 
g) Tanpa harus membuka rekening. 
h) Nasabah menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. 
i) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian Syariah. 
                                                          
12 Brosur Pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah 

































Untuk persyaratnya sebagai berikut:13 
a) Fotocopy KTP atau Ifentitas resmi lainnya. 
b) Membawa dan menyerahkan barang jaminan (marhu>n bih). 
c) Untuk kendaraan bermotor cukup membawa BPKB atau STNK 
asli. 
6) Rahn Hasan 
Rahn Hasan merupakan produk dari Pegadaian Syariah 
untuk pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp 
50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan 
(mu’nah pemeliharaan). 
7) Rahn Tasjily Tanah 
Rahn Tasjily Tanah merupakan produk Pegadaian Syariah 
Rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau 
sertifikat tanah ditujukan kepada Ptani dan Pengusaha Mikro. 
b. Produk Non Pembiayaan14 
1) Multi Pembayaran Online (MPO) 
Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan jasa layanan 
pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa telepon, 
air minum, pembelian tiket kereta api dan lain sebagainya secara 
online. 
2) Konsinyasi Emas 
                                                          
13 Ibid. 
14 Brosur Jasa Layanan Pegadaian Syariah 

































Konsinyasi Emas merupakan layanan titip-jual emas 
batangan di Pegadaian yariah sehingga investasi emas milik 
nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian, dengan 
keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada 
nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih prosuktif. 
3) Tabungan Emas 
Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan 
penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang 
terjangkau, sehingga layanan ini memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk berinvestasi emas.15 
 
B. Mekanisme Pembiayaan Dengan Jaminan Barang Yang Belum Menjadi Milik 
Sah Di Pegadaian Syariah16 
1. Prosedur Pembelian Logam Mulia Melalui Pembiayaan Mulia 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan Pembiayaan Mulia 
adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan fotocopy KTP  
b. Menyerahkan Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 
c. Mengisi formulir Aplikasi Mulia 
d. Menyerahkan uang muka 
e. Menandatangani akad MULIA 
                                                          
15 www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 8 April 2019. 
1616 Wuwuh A, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 

































Adapun prosedur Pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut: 
a. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas 
Logam Mulia dengan Pembiayaan MULIA. 
b. Nasabah menyerahkan fotocopy KTP dan KK. 
c. Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA. 
d. Nasabah menyerahkan uang muka minimal sebesar 20% dari emas 
Logam Mulia. 
e. Apabila pembayaran dilakukan secara angsuran, maka petugas 
menyerahkan perjanjian akad MULIA yang didalamnya meliputi akad 
yaitu akad mura>bah}ah dan akad rahn. 
f. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan Logam Mulia akan 
diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembayarannya. 
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan Pembiayaan rahn 
adalah sebagai berikut: 
a. Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya 
b. Menyerahkan barang jaminan (marhu>n) 
c. Membawa BPKB dan STNK asli (untuk gadai kendaraan bermotor) 
Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pembiayaan rahn 
adalah sebagai berikut: 

































a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman yang telah disediakan 
oleh pihak Pegadaian Syariah, kemudian ditandatagani oleh nasabah 
tersebut. 
b. Selanjutnya nasabah mengambil nomor antrian, setelah dipanggil oleh 
petugas nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman, 
fotocopy identitas diri dan menyerahkan barang jaminan (marhu>n) ke 
petugas. 
c. Petugas penaksir (murtahi>n) memeriksa kelengkapan dari semua 
persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah dan menandatangi 
formulir permintaan pinjaman sebagai bukti penerimaan barang 
jaminan (marhu>n) dari nasabah. 
d. Kemudian petugas penaksir (murtahi>n) menaksir barang jaminan 
(marhu>n) untuk menentukan nilai taksirannyasesuai dengan 
peratuaran buku. 
e. Petugas penaksir (murtahi>n) menentukan besar pinjaman maksimal 
yang dapat dipinjam oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, beserta besarnya biaya administrasi dan biaya sewa tempat 
penyimpanan untuk pemeliharaan barang jaminan (marhu>n) atau 
(ujrah) yang nantinya harus dibayar oleh nasabah. 
f. Lalu petugas penaksir (murtahi>n) dan nasabah (ra>hin) melakukan akad 
rahn  dan akad ija>rah  (untuk sewa tempat barang jaminan (marhu>n)). 
g. Selanjutnya penaksir mengisi form Surat Bukti Rahn dengan rangkap 
dua, lalu diserahkan kepada petugas kasir. 

































h. Petugas penaksir selanjutnya memasukan barang jaminan (marhu>n) ke 
dalam kantong untuk disegel yang diberi nomor Surat Bukti Rahn dan 
diserahkan kepada staf pengelola barang jaminan (marhu>n) untuk 
disimpan kedalam brangkas penyimpanan. 
i. Kemudian petugas kasir menyiapkan uang pinjaman (marhu>n bih) 
sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Bukti Rahn dan 
ditandatangani oleh nasabah dengan rangkap dua. 
j. Petugas kasir  menyerahkan Surat Bukti Rahn asli beserta uang 
pinjaman (marhu>n bih) kepada nasabah (ra>hin), dan struk pemberian 
pinjaman pembiayaan rahn  diarsipkan oleh kasir. 
3. Bentuk Kontrak Perjanjian Pembiayaan Rahn  di Pegadaian Syariah17 
Kontrak perjanjian yang dilakukan Pegadaian Syariah dengan 
nasabah menggunakan akad gadai yang disebut dengan akad rahn, dalam 
berjalannya perjanjian banyak hal yang harus ditentukan antara lain yaitu 
objek dan subjek perjanjian akad rahn. Objek dari perjanjian akad rahn 
yaitu barang jaminan (marhu>n) dan uang pinjaman (marhu>n bih), 
sedangkan subjeknya perjanjian akad rahn yaitu orang yang menggadaikan 
(ar-ra>hin) dan pihak yang menerima gadai (murtahi>n), dalam Islam 
mekanisme perjanjian akad rahn dilaksanakan oleh kedua belah pihak 
dalam satu majelis yaitu antara orang yang menggadaikan (ar-ra>hin) dan 
pihak yang menerima gadai (murtahi>n). 
 
                                                          
17 Ibid. 

































4. Mekanisme Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah 
Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 
Surabaya ini merupakan salah satu produk yang memberikan layanan guna 
memeberikan pinjaman dana untuk kebutuhan masyarakat yang prosesnya 
mudah dan cepat. Produk Pembiayaan Rahn ini adalah salah satu produk 
yang banyak diminati oleh nasabah. Dalam melakukan pembiayaan rahn 
barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan (marhu>n) barang yang 
memiliki nilai seperti perhiasan atau emas batangan, barang elektronik, 
dan sepeda motor atau mobil.  
Pedoman yang digunakan Pegadaian Syariah sebagai dasar 
pengelolaan melakukan akad pembiayaan yang disertai rahn adalah 
mengacu pada Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).18 
Menurut Asisten Manager Pegadaian Syariah Cabang Blauran 
Surabaya banyak nasabah yang melakukan pinjaman melalui Pembiayaan 
Rahn dengan barang jaminan emas logam MULIA, namun emas logam 
MULIA yang dijadikan jaminan ini yang statusnya belum menjadi milik 
sah nasabah, dikarenakan emas logam MULIA tersebut asalanya dibeli di 
Pegadaian Syariah juga secara angsuran atau cicilan. Emas logam MULIA 
yang dibeli nasabah karena dibeli secara angsuran atau cicilan maka 
menurut prosedur dan ketentuan dari Pegadaian Syariah masih ditahan 
                                                          
18 www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 7 Mei 2019. 

































atau tidak dapat diterima terlebih dahulu hingga nasabah melunasi 
angsuran atau cicilannya.19 
Dalam pembelian emas logam MULIA secara angsuran ini melalui 
Pembiayaan MULIA dengan kontrak perjanjian dua akad yaitu pertama 
akad mura>bah}ah dimana akad ini terjadi ketika nasabah melakukan 
pembelian emas logam MULIA dan akad kedua akad rahn terjadi ketika 
nasabah menangguhkan atau menjaminkan emas logam MULIA yang 
dibeli itu sebagai jaminan sampai angsuran atau cicilan pembayarannya 
lunas dengan jangaka waktu yang telah disepakati.  
Berikut adalah simulasi pembelian emas logam MULIA melalui 
Pembiayaan MULIA dengan harga tunai dan angsuran atau cicilan di 
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya: 
Tabel 3.1 







Sumber : Brosur simulasi Pembiayaan MULIA 
                                                          
19 Wuwuh A, Aisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 
20 Brosur Simulasi Pembiayaan MULIA 

































Selanjutnya ketika berlangsungnya kontrak perjanjian sedang 
berjalan, nasabah melakukan pinjaman dana melalui Pembiayaan Rahn 
dengan menjaminkan emas loham MULIA yang angsuran atau cicilannya 
belum lunas tadi. Pegadaian Syariah memperbolehkan nasabah melakukan 
pinjaman dana dengan menjaminkan emas logam MULIA yang menjadi 
objek jaminan pada Pembiayaan MULIA, namun dengan ketentuan bahwa 
nasabah sudah hampir melunasi angsuran atau cicilan pada Pembiayaan 
MULIA.  
Untuk proses penaksiran emas ini Pegadaian Syariah Cabang 
Baluran Surabaya menggunakan patokan taksiran sesuai dengan Standar 
Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan dari Pegadaian kantor pusat 
dan berdasarkan harga pasar, menurut Standar Taksiran Logam (STL) 
yang berlaku saat ini sebesar Rp 573.000,00 per gram dengan kadar 24 
karat.21  
Setelah diketahui besarnya nilai taksiran, selanjutnya dikalikan 
dengan prosentase barang jaminan (marhu>n bih) terhadap taksiran guna 
untuk mengetahui besarnya nilai pinjaman. Dengan rumus menghitung 
taksiran sebagai berikut: 
Nilai taksiran  = kadar karat/24 karat x Standar Taksiran Logam    
(STL) X berat emas 
Nilai pinjaman    = nilai taksiran x prosentase nilai taksiran 
                                                          
21 Wuwuh A, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 

































Nur Latifah (43) menggadaikan satu keping emas logam MULIA 
yang di belinya melalui Pembiayaan MULIA secara angsuran atau cicilan 
namun statusnya belum lunas, yang diketahui beratnya 5 gram dengan 
kadar 24 karat. Nilai taksiran maksimal yang dapat diambil dan besarnya 
pinjaman (marhu>n bih) yang dapat diterima nasabah adalah sebagai 
berikut: 
Nilai Taksiran = 24/24 x Rp 573.000,00 x 5 gram 
  = Rp 2.865.000,00 (Golongan B3) 
Nilai Pinjaman = Rp 2.865.000,00 x 92% 
   = Rp 2.535.800,00 
   = Rp 2.500.000,00 
Hasil dari nilai taksiran emas logam MULIA Nur Latifah sebesar Rp 
2.865.000,00 dan pinjaman maksimal yang dapat diambil sebesar Rp 
2.500.000,00 yang termasuk dalam golongan pinjaman B3 dengan taksiran 
92%.22 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan, jumlah keseluruhan 
nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut dibulan April 2019 tercatat 
sudah ada 18 orang. Semua transaksi Pembiayan Rahn  berjalan lancar 
                                                          
22 Nur Latifah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 

































tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja, ada beberapa nasabah yang 
melakukan jatuh tempo keterlambatan pembayaran.  
Untuk nasabah yang melakukan wansprestasi karena tidak dapat 
melanjutkan pembayar pihak Pegadaian Syariah mengantisipasinya dengan 
menyimpan emas logam Mulia tersebut, dan akan dijual sewaktu-waktu 
jika ada nasabah lain yang memesan emas logam Mulia dengan ukuran 
gram yang sama. Dengan begitu pihak Pegadaian Syariah tidak akan 
mengalami kerugian.  
Hasil dari penjualan emas logam mulia tersebut akan digunakan 
untuk pembayaran biaya pinjaman nasabah tersebut dan sisanya 
dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika sisa kelebihan yang tidak 
diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak Pegadaian Syariah 
kepada baitu mal. 
5. Perhitungan Penaksiran Marhu>n di Pegadaian Syariah23 
Penaksiran barang jaminan (marhu>n) ini digunakan untuk 
menentukan besarnya jumlah pinjaman (marhu>n bih) yang dapat diambil 
oleh nasabah sesuai dengan nilai dari marhu>n. Dalam penentuan 
prosentase pinjaman (marhu>n bih) pihak Pengadaian Syariah 
mempertimbangkan  harga pasar yang berlaku untuk mengantisipasi jika 
dikemudian hari barang jaminan (marhu>n) milik dari pihak nasabah tidak 
ditebus. 
                                                          
23 Ibid. 


































Prosentase Perhitungan Marhu>n bih terhadap Penaksiran Marhu>n24 
Harga Taksiran Marhu>n Prosentase 
Taksiran 
Pembulatan 
Marhu>n Bih  
Golong
an 
Rp 50.000 s.d Rp 500.000 92% Rp 10.000 A 
Rp 500.001 s.d Rp 1.000.000 92% Rp 50.000 B1 
Rp 1.000.001 s.d Rp 2.500.000 92% Rp 50.000 B2 
Rp 2.500.001 s.d Rp 5.000.000 92% Rp 50.000 B3 
Rp 5.000.001 s.d Rp 10.000.000 92% Rp 100.000 C1 
Rp 10.000.001 s.d Rp 15.000.000 92% Rp 100.000 C2 
Rp 15.000.001 s.d Rp 20.000.000 92% Rp 100.000 C3 
Rp 20.000.001 s.d BMPK 93% Rp 100.000 D 
Sumber: Sesuai Peraturan Direksi Nomor 11/DIR I/2019 
Pegadaian Syariah harus mempertimbangkan beberapa hal dalam 
menentukan prosentase marhu>n bih terhadap taksiran marhu>n dengan 
membeda-bedakan setiap golongan, alasannya adalah sebagai berikut: 
a. Karena biaya titipan (ujrah) dari setiap golongan berbeda-beda. 
b. Mempertimbangkan resiko bisnis, yaitu resiko ketika nilai jual dari 
barang tidak dilelang atau ditebus dan resiko ketika suatu saat adanya 
penurunan harga pasar atau nilai jual. 
 
                                                          
24 Sesuai Peraturan Direksi Nomor 11/DIR I/2019 

































6. Tarif Biaya Administrasi Pembiayaan Rahn25 
Biaya administrasi ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan 
oleh pihak nasabah untuk biaya tenaga kerja dan perlengkapan. Nasabah 
dikenakan biaya administrasi sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman 
(marhu>n bih) dan pemungutannya dilakukan pada saat dimuka dimana 
dicairkannya pinjaman tersebut atau pada saat nasabah memperbarui akad 
atau memperpanjang. 
Tabel 3.3 
Tarif Administrasi Pembiayaan Rahn26 
Uang Pinjaman (UP) Biaya Adm (Rp) 
Rp 50.000 s.d Rp 500.000 Rp 2000 
Rp 500.001 s.d Rp 1.000.000 Rp 10.000 
Rp 1.000.001 s.d Rp 2.500.000 Rp 20.000 
Rp 2.500.001 s.d Rp 5.000.000 Rp 35.000 
Rp 5.000.001 s.d Rp 10.000.000 Rp 50.000 
Rp 10.000.001 s.d Rp 15.000.000 Rp 75.000 
Rp 15.000.001 s.d Rp 20.000.000 Rp 100.000 
Rp 20.000.001 s.d BMPK Rp 125.000 
Sumber: Buku Pedoman Operasional Pegadaian Syariah 
 
                                                          
25 Wuwuh A, Aisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 
26 Sesuai Peraturan Direksi Nomor 91/DIR I/2018 

































7. Tarif Biaya Titipan (Mu’nah) Pembiayaan Rahn27 
Biaya titipan (mu’nah) ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan 
nasabah sebagai jasa pemeliharaan dan sewa tempat  untuk barang jaminan 
(marhu>n). Biaya yang dikeluarkan nasabah sesuai dengan besarnya jumlah 
pinjaman (marhu>n bih) dan pemungutannya dilakukan pada saat dimuka 
dimana dicairkannya pinjaman tersebut atau pada saat nasabah 
memperbarui akad atau memperpanjang. 
Tabel 3.4 
Tarif Biaya Titipan (Mu’nah) Pembiayaan Rahn28 















50.000 s.d 500.000 
0,47% 2000 92% 10.000 1000 
B1 510.000 s.d 
1.000.000 
0,73% 10.000 92% 50.000 1000 
B2 1.010.000 s.d 
2.500.000 
0,73% 20.000 92% 50.000 1000 
B3 2.550.000 s.d  
5.000.000 
0,73% 35.000 92% 50.000 1000 
C1 5.050.000 s.d 
10.000.000 
0,73% 50.000 92% 100.000 1000 
C2 10.050.000 s.d 
15.000.000 
0,73% 75.000 92% 100.000 1000 
C3 15.050.000 s.d 
20.000.000 
0,73% 100.000 92% 100.000 1000 
D 20.050.000 s.d 
BMPK 
0,64% 125.000 93% 100.000 1000 
Sumber: Sesuai Peraturan Direksi Nomor 11/DIR I/2019 
 
                                                          
27 Buku Pedoman Operasional Pegadaian Syariah 
28 Sesuai Peraturan Direksi Nomor 11/DIR I/2019 

































8. Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan Rahn29 
Jangka waktu yang di tentukan Pegadaian Syariah untuk pelunasan 
pembayaran pinjaman (marhu>n bih) yaitu selama 4 bulan atau 120 hari 
dengan dicicil atau diperpanjang. Perpanjangan pinjaman dengan 
membayar biaya administrasi dan biaya penitipan saja. Pelunasan 
pinjaman (marhu>n bih) dapat dilakukan nasabah kapan saja hingga jangka 
waktu yang ditentukan maksimal 4 bulan atau 120 hari dengan melakukan: 
c. Jika nasabah melakukan pelunasan sekaligus cukup dengan membayar 
pinjaman (marhu>n bih) dan biaya penitipan. 
d. Pembayaran cicilan atau melunasi sebagian saja hanya dengan 
membayar sebagian pinjaman (marhu>n bih), biaya penitipan dan biaya 
administrasi dari akad baru. 
e. Pelaksanaan perpanjangan akad yaitu dengan memperbarui akad 
dengan membayar biaya penitipan (ujrah) dan biaya administrasi dari 
akad baru. 
9. Perawatan dan Penyimpanan Barang Jaminan (Marhu>n)30 
Untuk penyimpanan barang jaminan (marhu>n) dibedakan 
berdasarkan barang kantong dan barang gudang. Berikut ini pemisahanan 
antara barang kantong dan barang gudang: 
 
 
                                                          
29 Wuwuh A, Aisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya, 7 Mei 2019. 
30 Ibid. 

































a. Barang kantong 
Yang termasuk dalam barang kantong adalah barang jaminan 
(marhu>n) berupa emas, untuk penyimpanannya disimpan dalam 
brangkas khusus emas. Penyimpanan barang jaminan (marhu>n) dalam 
brangkas dibedakan berdasarkan golongan pinjamannya (A,B,C,D) 
serta tanggal dan tahun dimana terlaksananya akad dan nomor urut 
Surat Bukti Rahn (SBR).  
Untuk perawatannya tidak ada yang khusus hanya saja ketika 
barang jaminan (marhu>n) berupa emas tersebut di terima oleh 
Pegadaian Syariah langsung dimasukan kantong dan disegel unntuk 
mengatisipasi agar barang jaminan (marhu>n) berupa emas tidak 
tercampur dan tertukar dengan milik nasabah lain. 
b. Barang gudang 
Yang termasuk dalam barang gudang adalah barang jaminan 
(marhu>n) berupa barang elektronik (HP dan Leptop) dan kendaraan 
bermotor (sepeda motor dan mobil). Untuk barang elektronik 
penyimpanannya didalam brangkas yang khusus barang elektronik 
dalam satu brangkas. Sedangkan perawatannya dilakuakan 
penggecekan sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan. Untuk kendaraan 
bermotor ini berupa surat-surat seperti BPKB dan STNK dan disimpan 
dalam brangkas yang dikhusus untuk menyimpan surat-surat 
tersebut.31 
                                                          
31 Ibid. 

































10. Keuntungan dan Resiko Bagi Pegadaian Syariah 
Adapun keuntungan yang diperoleh bagi Pegadaian Syariah adalah 
sebagai beriku: 
a. Meningkatknya jumlah nasabah 
b. Meningkatkan pendapatan Pegadaian Syariah  
Adapun resiko yang mungkin terjadi bagi Pegadaian Syariah adalah 
sebagai berikut:32 
a. Resiko tidak terbayarkannya utang nasabah (wansprestasi). Resiko ini 
terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang 
telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja 
terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam 
perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang 
gadainya. 
b. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak. Walaupun telah 
ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan 
nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh 
berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar. 
11. Kelebihan dan Kekurangan Akad Rahn  
Adapun kelebihan dari akad rahn di Pegadaian Syariah adalah sebagai 
berikut: 
a. Layanan Rahn tersedia di Outlet Pegadaian Syariah seluruh indonesia 
                                                          
32 Buku Pedoman Operasional Pegadaian Syariah 

































b. Prosedur pengajuannya sangat mudah 
c. Proses pinjaman sangat cepat 
d. Pinjaman (marhu>n bih) mulai dari Rp. 50.000 – Rp. 200.000.000 atu 
lebih 
e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat 
diperpanjang dengan cara membayar ija>rah saja atau mengangsur 
sebagai uang pinjaman 
f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-wakru dengan perhitungan ija>rah 
selama masa pelunasan 
g. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian33 
Adapun kekuarangan dari akad Rahn di Pegadaian Syariah adalah 
sebagai berikut: 
a. Adanya biaya administrasi 
b. Adanya biaya titipan untuk barang yang digadaikan 
c. Adanya denda ketika keterlamabatan 
 
 
                                                          
33 Brosur Pembiayaan Rahn 

































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 51 TAHUN 2011 TERHADAP 
STATUS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN BARANG YANG BELUM 
MENJADI MILIK SAH DI PEGADAIAN SYARIAH 
 
A. Analisis Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah 
di Pegadaian Syariah 
Salah satu bentuk jasa pelayanan dalam keuangan yang menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat adalah pinjaman dana dengan menggadaikan 
barang yang memiliki harga sebagai jaminan dalam utang. Oleh karena itu 
Pegadaian Syariah mengeluarkan produk Pembiayaan Rahn, yang bertujuan 
sebagai jasa tolong menolong dengan penyaluran dana kepada pihak yang 
membutuhkan dengan sisitem gadai yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan 
syariah. 
Pembiayaan rahn ini merupakan salah satu produk di Pegadaian Syariah 
yang sangat di minati oleh banyak orang, dalam praktik yang terjadi di 
Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya nasabah yang memiliki emas 
logam mulia dari hasil yang dibeli melalui pembiayaan MULIA secara 
angsuran atau cicilan, namun statusnya belum menjadi milik sah sepenuhnya 
pihak nasabah lalu digadaikan kembali oleh nasabah tersebut untuk 
memperoleh pinjaman melalui pembiayaan rahn.  
Dikatakan belum menjadi milik sah sepenuhnya karena pada saat 
pembelian emas logam mulia yang secara angsuran atau cicilan tersebut belum 
lunas pembayarannya dan posisi dari emas logam mulia itu masih ditangan

































Pegadaian Syariah, yang sesuai dengan prosedur dari Pegadaian Syariah emas 
logam mulia tersebut diserahkan kepada nasabah ketika nasabah sudah 
melunasi pembayaran, ketika belum lunas pembayarannya emas logam mulia 
ditahan untuk ditangguhkan sebagai objek jaminan.  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian 
Syariah Cabang Baluran Surabaya mengatakan bahwa produk Pembiayaan 
Rahn ini merupakan produk yang sangat diminati dari berbagai kalangan, 
seperti kalngan bawah hingga menenggah keatas karena prosesnya yang cepat 
dan mudah. Sedangkan mengenai mekanisme dari pembiayaan dengan 
jaminan baranag yang belum menjadi milik sah itu pihak Pegadaian Syariah 
Cabang Blauran Surabaya memperbolehkan ketika ada nasabah yang 
menggadaikan emas logam mulia yang statusnya belum menjadi milik sah 
tersebut.  
 
B. Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status 
Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah di 
Pegadaian Syariah  
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan 
Barang yang Belum Menjadi Milik Sah di Pegadaian Syariah  
Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
dari kebutuhan yang utama yaitu primer, sekunder sampai kebutuhan 
tersier tidak semua dapat terpenuhi. Sering kali terkendala oleh dana yang 
tidak cukup, sehingga membuat banyak orang terpaksa mencari pinjaman 
dana kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan perekonomian di 

































masyarakat yang semakin meningkat, tidak jarang seseorang dapat 
melakukan berbagai cara untuk mencari pinjaman uang melalui lembaga 
keuangan bank ataupun di lembaga keuangan non bank, salah satunya 
adalah Pegadaian ataupun Pegadaian Syariah. 
Emas merupakan salah satu barang yang dijadikan sebagai jaminan 
terhadap pinjaman dana yang di salurkan oleh Pegadaian Syariah kepada 
nasabah. Dalam produk pembiayaan MULIA secara angsuran, saat 
berlangsungnya pembiayaan tersebut dari pihak Pengadaian Syariah 
memperbolehkan pihak nasabah untuk mengajukan pinjaman dana dengan 
menjaminkan atau menggadaikan emas yang masih belum lunas 
angsurannya tersebut. 
Menurut ketentuan hukum Islam jaminan berfungsi untuk 
menjamin keamanan pihak pemberi pinjaman yaitu penerima gadai 
(murtahi>n) untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi dari 
penggadai (ra>hin). Sebagaimana dalam firman Allah Swt ini: 
 ٌة َضو ُب ْق َم  ٌن ا َهِر َف  ا ًب ِت ا َك او ُد َِتَ  َْلََو  ٍر َف َس  ٰى َل َع  ْم ُت  ْ ن ُك ْن ِإ َو........ 
Artinya: :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang) ........ (Q.S al-Baqarah: 283)”1 
Menurut ulama fiqh ketentuan barang yang dijadikan sebagai objek 
jaminan (marhu>n) adalah barang atau harta yang ditahan oleh pihak 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya  ..., 60. 

































penerima gadai (murtahi>n) untuk mendapatkan pemenuhan kembali 
pembayaran dari hak yang menjadi  pinjaman (marhu>n bih).2 
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, salah satu ketentuan atau 
syarat yang harus terpenuhi dari barang jaminan (marhu>n) adalah bahwa 
status dari barang jaminan (marhu>n) harus milik penggadai (ra>hin) atau 
milik dari orang yang berada dalam perwalian penggadai (ra>hin) atau 
barang jaminan (marhu>n) tersebut telah mendapat izin dari pemiliknya 
untuk di gadaikan oleh penggadai (ra>hin).3 Lalu, sejumlah barang atau 
harta dapat dikatakan menjadi milik sah seseorang apabila harta tersebut 
statusnya punya haqq al-‘aini’, namun jika pemilik berkuasa penuh atau 
mempunyai kekuasaan untuk menggunakan harta tersebut.4 Serta menurut 
jumhur ulama syarat dari barang jaminan (marhu>n) itu milik sah orang 
yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.5 
Sementara status dari emas yang di jadikan sebagai barang jaminan 
marhu>n) pada pembiayaan MULIA tidak bisa dijadikan objek jaminan 
untuk transaksi pembiayaan rahn (pinjaman) selanjutnya,  maka belum 
bisa dikatakan menjadi milik sah nasabah sepenuhnya karena emas 
tersebut belum lunas cicilan/angsurannya. Kemudian dari sudut pandang 
lain agar dapat menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip 
                                                          
2 Wahab az-Zuhailihi, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu wa Adillatuh, Juz. 5 (Libanon: Dar al-Fikri, 
1984), 181 
3 Wahab az-Zuhailihi, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ..., 182. 
4 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 6. 
5 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 
2014), 64. 
 

































syariah atau tidak caranya adalah dengan memperhatikan dari akad-
akadnya atau dengan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk 
tersebut. 
Dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya 
ketika terjadi kontrak perjanjian pembiayaan MULIA, telah terjadi dua 
akad yaitu pertama akad mura>bah}ah dan akad rahn, dimana akad 
mura>bah}ah ini terjadi ketika nasabah membeli emas batangan atau logam 
MULIA tersebut secara angsuran atau cicilan, dan akad rahn ini terjadi 
ketika nasabah menjadikan logam MULIA atau emas batangan tersebut 
sebagai jaminan. Namun, terjadinya akad berganda ini pada dasarnya 
bukan substansi yang dilarang, karena dalam pelaksanaannya kedua akad 
tersebut diperbolehkan atau dilegalkan sebagaimana penjelasan dari 
hukumnya yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 283. 
Namun, disini yang menjadi pokok persoalan untuk diteliti adalah 
akad pinjaman atau utang piutang dengan menjaminkan emas batangan 
atau logam MULIA yang angsuran/cicilannya belum lunas. Menurut 
penulis, terjadinya kedua akad tersebut termasuk akad berganda yang 
terlarang dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hadis, secara jelas Nabi 
menyatakan bahwa ada tiga bentuk dari multi akad yang dilarang, akad 
tersebut adalah dua transaksi dalam satu akad, dua akad jual beli dalam 
satu akad jual beli, dan multi akad/akad berganda dalam jual beli (ba’i) 
dengan pinjaman, yang sebagaimana Rasulullah saw bersabda: 

































 ِهللَّا ُلوُسَر ىَه َن َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هللَّا يهلَص ْي َب ْنَع ْفَلَسَو ِع 
Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad 
Dari Abu Hurairah r.a)”6 
Dalam praktik tersebut transaksi yang terjadi antara nasabah 
dengan Pegadaian Syariah bila merujuk atau melihat pada larangan dari 
Hadis di atas, akad pertama terjadi pada pembiayaan MULIA yaitu akad 
jual beli yang dimaksud, kemudian akad keduanya adalah akad pinjaman 
(salaf) dimana akad kedua ini terjadi ketika nasabah menjaminkan kembali 
logam MULIA atau emas batangan pada pembiayaan MULIA untuk 
diajukan sebagai pinjaman.  
Akad kedua ini merupakan akad yang tergantung terhadap akad 
yang pertama atau tidak bisa  terlepas, karena objek dari akad kedua yang 
dijadikan jaminan merupakan objek yang dijaminkan pada akad jual beli 
atau akad pertama yang statusnya belum selesai kontraknya. Secara garis 
besar dapat disimpulkan bahwa kedua akad tersebut saling terkait antara 
satu dengan yang lainnya.  
Menurut penulis, di samping adanya larangan yang berlaku pada 
pembiayaan rahn dengan tujuan untuk melakukan pinjaman dengan 
menjaminkan barang atau objek pembiayaan MULIA, larangan tersebut 
karena multi akad/akad berganda dalam ketentuan hukum Islam. Dari 
pelaksanaan akad di atas pihak yang terlihat dalam posisi di untungkan 
                                                          
6 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, cet. Ke-3  (Beirut: Dar al-Ihyai al-turats 
al-Araby, 1414H), 178. 

































adalah pihak Pegadaian Syariah, karena pertama pada saat terjadinya akad 
mura>bah}ah Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan dari margin 
penjualan emas MULIA, kemudian kedua dari biaya pemeliharaan ketika 
emas MULIA tersebut dijadikan sebagai jaminan.  
Lalu keuntungan lainnya didapatkan dari terjadinya akad yang 
kedua, dimana emas MULIA pada pembiayaan MULIA dijadikan sebagai 
barang jaminan. Maka dapat dilihat dalam hal tersebut pihak Pegadaian 
Syariah  akan mendapatkan kembali keuntungan dari biaya pemeliharaan 
atas jaminan emas MULIA. Bahkan secara tidak langsung telah  terjadi 
objek jaminan yang sama berlaku dua kali dalam  jaminan secara 
bersamaan.  
Dari posisi tersebut, dalam hal ini nasabah terlihat jelas ada di posisi 
yang terzalimi. Di karenakan pada dasarnya seseorang tidak akan 
mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang atau harta kecuali 
dalam kondisi atau keadaan yang membutuhkan, apalagi dalam saat yang 
bersamaan yang bersangkutan masih memiliki kewajian membayar 
cicilan/angsuran untuk pelunasan emas MULIA yang dibelinya ke 
Pegadaian Syariah. 
2. Analisis PP No. 51 Tahun 2011 Terhadap Status Pembiayaan dengan 
Jaminan Barang yang Belum Menjadi Milik Sah Di Pegadaian Syariah 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 telah menjelaskan 
mengenai Pegadaian, namun yang menjadi acuan hanya pada Pasal 2 saja 
yaitu: 

































1) Maksud dari tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaiamana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1) untuk melakukan usaha di bidang 
gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa 
lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undanagan terutama untuk masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, 
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan 
menetapkan prinsip perseroan terbatas. 
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), 
Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama 
berupa: 
a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; 
b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan 
c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan 
perdagangan logam mulia serta batu adi. 
3) Selain melaksankan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan 
usaha: 
a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi 
pinjaman; dan 
b. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).7 
                                                          
7 PP No. 51 Tahun 2011 

































Dalam Peraturan Pemerintah diatas sudah dijelaskan pada Pasal 2 
ayat 2) butir b bahwa penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, 
dari pernyataan tersebut dapat diartikan secara hukum positif kedudukan 
dari jaminan disini adalah bersifat wajib. Karena jaminan fidusia memiliki 
peran penting dalam pengikatan perjanjian akad, sehingga dalam 
pengikatnnya jaminan fidusia dijadikan sebagai jaminan pokok. Pengikat 
jaminan fidusia bertujuan agar nasabah memenuhi kewajibannya untuk 
melunasi pembayaran pinjaman kepada Pegadaian Syariah. 
Jaminan fidusia sesungguhnya merupakan akad accessoir (ikutan) 
dari perjanjian pokok yang pada umumnya berbentuk akad pembiayaan 
atau utang piutang. Meskipun sebagai akad ikutan, kedudukan jaminan 
menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan akad pokok, karena hampir 
tidak akan terjadi akad pokok jika tidak ada barang yang dijadikan 
jaminan.8 
Karena berfungsi sebagai jaminan, dimana pengalihan hak milik 
suatu barang hanya ditujukan untuk jaminan atas kewajiban, sehingga 
tidak boleh ada alasan lain untuk pengalihan kepemilikan dalam melawan 
hukum. Pangalihan hak milik hanya akan berlaku sah apabila nasabah 
cedera janji atau mengingkari janji, sehingga title “pengalihan” dapat 
                                                          
8 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Depok: Prenadamedia Group, 
2017), 160. 

































berlaku sebagai jaminan pemenuhan hak. Akad jaminan fidusia dinyatakan 
batal demi hukum, apabila akad pokoknya dinyatakan batal atau hapus. 
 



































Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1.  Mekanisme dari pinjaman dana yang melalui pembiayaan rahn, dimana 
emas logam MULIA dari pembiayaan MULIA yang dibeli secara cicilan 
atau angsuran tersebut dijadikan sebagai jaminannya, padahal status dari 
emas tersebut belum menjadi milik sah nasabah. Sedangkan pihak 
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memperbolehkan pengajuan 
pinjaman dana tersebut. Namun dengan ketentuan bahwa pihak nasabah 
sudah hampir melunasi cicilan/angsurannya pada pembiayaan MULIA 
tersebut. 
2. Berdasarkan analisis di atas, menurut ketentuan hukum Islam praktik 
tersebut tidak diperbolehkan karena adanya larangan akad berganda/multi 
akad dalam sebuah hadis berikut: 
 ِهللَّا ُلوُسَر ىَه َن َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هللَّا يهلَص ْي َب ْنَع ْفَلَسَو ِع 
Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad 
Dari Abu Hurairah r.a)” 
Akad berganda pertama terjadi ketika pembelian emas logam MULIA dan 
akad kedua terjadi ketika nasabah menjaminkan kembali emas logam 
MULIA untuk diajukan sebagai pinjaman melalui pembiayaan rahn. 
Larangan lainnya adalah status dari emas yang akad dijadikan sebagai

































jaminan  tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya dari pihak nasabah 
karena belum lunas angsurannya. Sedangakan menurut hukum positif dari 
PP No. 51 Tahun 2011, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia 
yang dapat diartikan kedudukan dari jaminan adalah bersifat wajib. 
Karena jaminan fidusia memiliki peran penting dalam pengikatan 
perjanjian akad, sehingga dalam pengikatnnya jaminan fidusia dijadikan 
sebagai jaminan pokok. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Syariah 
Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa masukan atau saran yang ingin 
penulis sampaikan dalam skripsi ini agar dapat menjadi masukan positif untuk 
kedepannya, sebagai berikut: 
1. Diharapkan bagi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya agar lebih 
mempertimbangkan lagi ketika ada nasabah yang akan mengadaikan  
barang atau emas padahal status dari jaminan yang akan digadaikan belum 
menjadi milik sah sepenuhnya dari pihak nasabah, karena hal tersebut 
bertentangan dengan larangan dalam hukum Islam. 
2. Diharapkan bagi nasabah agar mempertimbangkan terlebih dahulu atau 
tidak gegabah untuk menggadaikan emas logam MULIA miliknya, jika 
masih memiliki tanggungan untuk melunasi emas tersebut yang dibeli 
secara angsuran. 
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